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ABSTRACT
In the era of Society 5.0, digital technology is developing rapidly and influencing 
various sectors, including government. Society 5.0 integrates the physical and 
virtual worlds to improve the quality of life through technologies such as AI, 
IoT, and big data, which bring new opportunities for optimizing public services. 
E-government, as the government’s effort to utilize technology to improve 
efficiency, transparency, and citizen engagement, is an important focus in this 
transformation. In the Indonesian government system, provincial and district/
city governments face challenges in adopting technology to improve inclusive 
and accountable public services. This study explores the application of advanced 
technology at the local government level to support sustainable governance. 
This research methodology uses a three-phase systematic literature review 
approach: planning, implementation, and reporting. Starting with formulating 
research questions, this study compiles keywords related to e-government 
factors in Society 5.0. Data is collected from the Scopus database, filtered based 
on year and topic criteria, then analyzed using VOSViewer for keyword mapping. 
This study identifies variables that influence e-government adoption, categorizes 
them in the context of technology, organization, environment, and individuals, 
and produces an in-depth analysis as a basis for recommendations for 
sustainable regional governance. Studies show that the integration of advanced 
technologies has the potential to optimize smart city management, reduce 
bureaucracy, and improve responsiveness to community needs. For example, 
AI supports predictive analytics to identify social patterns, while IoT enables 
real-time data collection for resource management. Cloud Computing provides 
flexible infrastructure that supports scalability, while Big Data enables big data 
analysis for evidence-based planning. Blockchain, with its high transparency and 
security, is suitable for digital record-keeping such as election systems. However, 
the implementation of these technologies requires strong privacy policies, data 
security, and an inclusive digital strategy. Digital transformation is expected to 
create local governments that are responsive, efficient, and focused on inclusive 
public services.

Keywords: Digital Transformation, E-Government, Optimization, Local 
Government, Society 5.0

ABSTRAK
Pada era Society 5.0, teknologi digital berkembang pesat dan memengaruhi 
berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Society 5.0 mengintegrasikan dunia 
fisik dan virtual untuk meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi seperti AI, 
IoT, dan big data, yang membawa peluang baru bagi optimalisasi pelayanan 
publik. E-government, sebagai upaya pemerintah memanfaatkan teknologi 
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untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan warga, menjadi 
fokus penting dalam transformasi ini. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, 
pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota menghadapi tantangan 
dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan layanan publik yang inklusif 
dan akuntabel. Studi ini mengeksplorasi penerapan teknologi canggih di tingkat 
pemerintah lokal untuk mendukung tata kelola berkelanjutan. Metodologi 
penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis tiga fase: 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dimulai dengan merumuskan 
pertanyaan penelitian, studi ini menyusun kata kunci terkait faktor e-government 
dalam Society 5.0. Data dikumpulkan dari basis data Scopus, difilter berdasarkan 
kriteria tahun dan topik, lalu dianalisis menggunakan VOSViewer untuk 
pemetaan kata kunci. Studi ini mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi 
adopsi e-government, mengkategorikannya dalam konteks teknologi, organisasi, 
lingkungan, dan individu, serta menghasilkan analisis mendalam sebagai dasar 
rekomendasi untuk tata kelola daerah berkelanjutan. Kajian menunjukkan 
bahwa integrasi teknologi maju berpotensi mengoptimalkan manajemen kota 
pintar, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan respons terhadap kebutuhan 
masyarakat. Contohnya, AI mendukung analisis prediktif untuk mengidentifikasi 
pola sosial, sementara IoT memungkinkan pengumpulan data real-time guna 
pengelolaan sumber daya. Cloud Computing menyediakan infrastruktur fleksibel 
yang mendukung skalabilitas, sedangkan Big Data memungkinkan analisis data 
besar untuk perencanaan berbasis bukti. Blockchain, dengan transparansi dan 
keamanan tinggi, cocok untuk pencatatan digital seperti sistem pemilu. Namun, 
implementasi teknologi ini membutuhkan kebijakan privasi, keamanan data 
yang kuat, dan strategi digital yang inklusif. Transformasi digital diharapkan 
menciptakan pemerintahan lokal yang responsif, efisien, dan berfokus pada 
layanan publik yang inklusif.

Keywords: Digital Transformation, E-Government, Optimalisasi, Pemerintahan 
Lokal, Society 5.0

Pendahuluan

Pada era Society 5.0 dan era digital, teknologi berkembang pesat dan memengaruhi 
berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pemerintahan. Society 5.0 menawarkan konsep 
masyarakat yang mengintegrasikan dunia fisik dan virtual untuk meningkatkan kualitas hidup 
melalui pemanfaatan teknologi seperti AI, IoT, big data, dan robotika (Fontes et al., 2024). 
Implikasi bagi sektor pemerintahan sangat signifikan, mulai dari optimalisasi pelayanan publik 
hingga pengambilan keputusan yang lebih berbasis data (Tan et al., 2024). Transformasi 
ini menuntut pemerintahan untuk lebih adaptif, transparan, dan responsif, serta mampu 
menghadapi tantangan baru seperti keamanan data dan perlindungan privasi dalam mengelola 
sistem yang semakin terhubung.

Saat ini organisasi pemerintah menghadapi tantangan untuk menyediakan produk 
dan layanan yang lebih berorientasi pada pelanggan dan mendekati pelanggan secara 
proaktif (Guerrero-Avendaño et al., 2023a). Lembaga dan institusi sektor publik terus mencari 
peluang baru untuk menyediakan layanan yang lebih baik, lebih cepat, berkelanjutan, dan 
lebih efisien bagi warganya. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendukung upaya ini 
dengan cara yang membantu memberikan layanan publik digital dalam masyarakat jaringan 
dan menciptakan saluran komunikasi untuk mendapatkan umpan balik (Gong et al., 2020).

 Praktik e-government mengacu pada penggunaan teknologi digital oleh pemerintah 
untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi, dan partisipasi warga (Xiao, 2023). 
Melalui platform online, e-government memudahkan akses layanan, mempercepat proses 
administrasi, dan mendukung keterbukaan informasi, sehingga menciptakan pemerintahan 
yang lebih responsif dan akuntabel (Feleke & Lessa, 2024). Sebagai pendekatan yang diakui 
secara luas dan berkembang melalui model dan tahapan kematangan untuk mencerminkan 
peningkatan TIK dalam penyediaan layanan publik digital, pendekatan ini dapat diperluas 
dengan memperhatikan tren baru dalam TIK. 
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E-government di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi yang bertujuan untuk 
meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dasar hukum utama untuk 
pengembangan e-government adalah Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, yang menetapkan 
kebijakan dan strategi nasional untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pemerintahan 
(Wirawan, 2020a). Instruksi ini mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk menyusun 
rencana strategis pengembangan e-government. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga memberikan kerangka hukum yang 
mendukung implementasi e-government (Azmi & Asmarianti, 2019).

Pemerintahan lokal tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia semakin didorong 
untuk mengimplementasikan praktik e-government guna meningkatkan kualitas pelayanan 
publik dan transparansi. Melalui e-government, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan 
teknologi digital untuk mempermudah akses layanan, mempercepat birokrasi, serta 
memperbaiki sistem administrasi (Karman et al., 2021). Inisiatif ini mencakup penyediaan 
layanan online, seperti perizinan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, hingga kanal 
komunikasi antara warga dan pemerintah (Wirawan, 2020b). Mayoritas pemerintah daerah di 
Indonesia telah melaksanakan praktik e-government. Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah 
satu Provinsi yang aktif melaksanakan e-government untuk meningkatkan pelayanan publik 
dan transparansi pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi 
Kalimantan Timur berperan penting dalam implementasi ini, dengan mengintegrasikan 
berbagai sistem informasi dan aplikasi, seperti website resmi, SP4N Lapor!, dan Aspirasi Etam, 
yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara online 
(Anggraini et al., 2018; Suriyansyah, 2019). 

Penerapan e-government telah menjadi fokus utama dalam upaya modernisasi 
pemerintahan di berbagai negara. E-government mengacu pada pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas 
layanan publik. Beberapa studi menunjukkan bahwa e-government mampu mendukung 
reformasi birokrasi melalui otomatisasi proses administrasi dan pengurangan tatap muka 
dalam pelayanan (Al-Rawajbeh & Haboush, 2011; Hashim, 2024). Selain itu, e-government 
juga berperan dalam meningkatkan partisipasi publik dan memperbaiki hubungan antara 
pemerintah dan masyarakat (Zeebaree et al., 2023). Di beberapa negara seperti Inggris, 
Amerika, Eropa, Korea, Singapura dan Indonesia, implementasi e-government terbukti mampu 
mendorong pelayanan publik yang lebih responsif dan mendukung tata kelola yang baik (good 
governance) (Arifah, 2020; Gemoets et al., 2011; Sangki, 2018). 

Akan tetapi, terdapat kesenjangan dalam kajian ilmiah e-government yang belum 
menyentuh penerapannya dalam konteks teknologi canggih Society 5.0. Society 5.0, konsep 
yang diperkenalkan oleh Jepang, menekankan penggunaan teknologi cerdas—seperti 
kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things (IoT)—untuk menciptakan masyarakat 
yang berpusat pada manusia. Meskipun konsep Society 5.0 bertujuan untuk menyatukan 
dunia digital dan fisik guna memecahkan masalah sosial, kajian e-government dalam ranah 
ini masih sangat terbatas. Ini menunjukkan adanya jarak antara teori dan praktik, khususnya 
dalam integrasi teknologi canggih ke dalam sistem e-government. Kesenjangan lainnya adalah 
kurangnya studi tentang penerapan e-government yang berbasis teknologi maju dalam konteks 
pemerintah lokal. Sementara sebagian besar kajian fokus pada level pemerintahan pusat 
atau nasional, praktik e-government di pemerintah lokal masih minim penelitian. Padahal, 
pemerintah lokal memiliki peran strategis dalam memberikan layanan langsung kepada 
masyarakat. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk memahami tantangan, kebutuhan, 
dan dampak dari implementasi teknologi canggih dalam e-government di tingkat lokal demi 
mendukung transformasi digital yang inklusif.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan e-government di tingkat 
pemerintah lokal dalam konteks Society 5.0. Studi ini berupaya mengidentifikasi bagaimana 
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teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, big data, dan IoT dapat diintegrasikan dalam 
e-government untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas tata kelola 
daerah yang berkelanjutan. Kontribusi teoretis yang akan dihasilkan dari studi ini adalah 
pengembangan kerangka ekosistem intelektual yang sistematis untuk e-government berbasis 
teknologi maju pada pemerintah lokal Provinsi/Kabupaten/Kota. Secara praktis, penelitian 
ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi e-government 
yang sesuai dengan prinsip Society 5.0, mendukung keberlanjutan, serta memberdayakan 
masyarakat lokal. Studi ini juga membuka jalan bagi riset lebih lanjut terkait adaptasi teknologi 
dalam layanan publik lokal di era digital.

Kajian Literatur

Praktik E-Government 

E-Government merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) oleh 
pemerintah untuk menyediakan akses layanan dan informasi kepada masyarakat dan bisnis 
secara lebih efisien dan mudah (Bhaskar et al., 2020). Berbeda dari pemerintah tradisional 
yang menggunakan proses manual berbasis kertas, e-government menawarkan akses yang 
lebih luas dan operasional tanpa batas waktu. Meskipun e-government didefinisikan dari 
berbagai aspek, terdapat beberapa elemen utama. Pertama, e-government bergantung pada 
teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan informasi dan layanan (Abdelhakim 
& Idoughi, 2021). Kedua, e-government berkaitan dengan urusan publik yang terkait dengan 
pelaksanaan kekuasaan public (Al-Mushayt, 2019). Ketiga, e-government dapat memperkuat 
hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas pemerintah 
(Mensah, 2020). Keempat, e-government membantu pemerintah membangun kredibilitas 
layanan daring dengan meningkatkan pengakuan dan penerimaan public (Mensah & Mi, 
2018). Definisi ini menyatakan bahwa e-government adalah saluran penting bagi lembaga 
pemerintah untuk menggunakan berbagai jenis ICT guna menyediakan layanan daring kepada 
publik dan mengelola urusan publik dengan lebih baik.

Empat jenis e-government dipertimbangkan dari perspektif e-governance, e-service, 
dan e-knowledge. Pertama, G2G (Government to Government) merujuk pada kegiatan 
e-government yang dilakukan antara tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan lebih rendah, 
pemerintah daerah, dan departemen pemerintah (Chatfield & Alhujran, 2009). Kedua, G2B 
(Government to Business) memungkinkan pemerintah melakukan pengadaan elektronik 
dan tender melalui sistem jaringan elektronik untuk cepat menyediakan berbagai layanan 
informasi kepada perusahaan (Chatfield & Alhujran, 2009). Ketiga, dengan menggunakan 
sistem jaringan elektronik, G2C (Government to Citizen) menyediakan berbagai layanan 
kepada warga negara (Rana et al., 2020). Keempat, G2E (Government to Employee), di 
mana pegawai pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan 
pekerjaan administrative (Agangiba & Kabanda, 2017). Ini merupakan bentuk penting bagi 
lembaga pemerintah untuk mewujudkan manajemen elektronik internal dan juga menjadi 
dasar bagi G2G, G2B, dan G2C.  Meskipun keempat jenis e-government ini memainkan peran 
penting dalam e-governance, e-service, dan e-knowledge dengan memanfaatkan teknologi 
yang relevan, teknologi tersebut sudah cukup usang. Pemerintah membutuhkan teknologi 
disruptif yang besar untuk membantu meningkatkan kemampuan digitalnya dan mendukung 
pengelolaan publik secara lebih lanjut (Gupta et al., 2024).

Untuk lebih baik menyediakan informasi dan layanan pemerintah, e-government telah 
diadopsi oleh departemen pemerintah di berbagai tingkatan di seluruh dunia. Terutama dengan 
peningkatan teknologi, beberapa teknologi canggih seperti komputasi awan dan kecerdasan 
buatan meningkatkan kemampuan e-government secara signifikan (Zhang & Kimathi, 2022). 
Sejalan dengan ini, e-government telah berkembang dari versi 1.0 menjadi 3.0.

Pada tahap awal e-government, pemerintah meningkatkan efisiensi internal dan 
menyediakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat dengan menggunakan teknologi web 
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1.0 seperti situs web dan portal (Mensah et al., 2022). Sebagai contoh, menggunakan indeks 
layanan daring dari survei e-government PBB tahun 2016 untuk menilai portal web nasional 
utama dari 10 negara teratas di dunia (Ngafeeson & Merhi, 2013).  Dari e-government 1.0 
ke 2.0, beberapa teknologi berbasis ponsel dan platform media sosial telah diadopsi oleh 
lembaga pemerintah. Beberapa penelitian telah menyelidiki penerimaan e-government 
2.0 dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, Al Balushi & Ali (2020) mengeksplorasi niat 
penggunaan aplikasi seluler untuk layanan pemerintah di Oman (Al Balushi & Ali, 2020). 
Zhao et al. (2014) mengeksplorasi pengaruh budaya terhadap perbedaan sikap dan niat 
warga terhadap pemerintah (Zhao et al., 2014). Studi yang ada telah mengkonfirmasi bahwa 
teknologi ini dapat membantu sektor publik berinteraksi dengan masyarakat secara efisien, 
mencapai kolaborasi lintas sektor, meningkatkan transparansi pemerintah, dan meningkatkan 
kepercayaan warga pada pemerintah (Ahmad et al., 2021).

Saat ini, inovasi e-government yang didorong oleh teknologi baru (misalnya big data, 
komputasi awan, kecerdasan buatan) telah menciptakan konteks baru bagi administrasi publik 
dan tata kelola (Okan, 2024). Munculnya teknologi-teknologi baru ini telah mempromosikan 
perkembangan e-government yang menyediakan layanan elektronik yang lebih baik dengan 
memenuhi permintaan pengguna yang terus berubah. Para peneliti semakin memperhatikan 
penerimaan e-government 3.0 dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi 
keberhasilannya (Abubakr & Kaya, 2021).

Teknologi Maju Era Society 5.0  

Era Society 5.0 merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan di Jepang untuk 
mengatasi berbagai tantangan masyarakat modern melalui pemanfaatan teknologi digital yang 
maju (Fukuyama, 2018). Berbeda dengan Society 4.0, yang menekankan pada perkembangan 
teknologi informasi (TI) dan konektivitas di era industri 4.0, Society 5.0 bertujuan untuk 
menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi 
untuk meningkatkan kualitas hidup, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan (Sá et 
al., 2021). Teknologi maju seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, 
robotika, dan komputasi awan memainkan peran penting dalam mewujudkan visi Society 5.0. 
Kecerdasan Buatan (AI) adalah teknologi utama yang memfasilitasi transformasi di berbagai 
sektor. Dalam Society 5.0, AI digunakan untuk memberikan analisis yang lebih dalam terhadap 
data besar (big data) yang dapat membantu pemerintah dan perusahaan dalam mengambil 
keputusan yang lebih tepat (Kollmann et al., 2023). AI juga berperan dalam otomasi proses 
industri dan manajemen sumber daya manusia melalui analisis prediktif dan pembelajaran 
mesin, yang mampu menciptakan sistem kerja yang lebih efisien dan adaptif.

Internet of Things (IoT) memungkinkan konektivitas antara perangkat fisik dan sistem 
digital, memungkinkan data untuk dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan secara real-time 
(Park et al., 2022). IoT dalam Society 5.0 diterapkan di berbagai sektor, termasuk pertanian, 
kesehatan, transportasi, dan kota pintar. Di bidang kesehatan, IoT digunakan untuk perangkat 
medis yang dapat memantau kondisi pasien secara real-time, membantu dokter dalam 
memberikan perawatan yang lebih akurat (Chetan et al., 2019). Sementara itu, di sektor 
pertanian, IoT mendukung pengelolaan sumber daya secara efisien, seperti pengaturan 
irigasi otomatis berdasarkan data cuaca (Hemmati & Rahmani, 2022). Big Data berfungsi 
sebagai bahan bakar utama bagi Society 5.0, di mana data dari berbagai sumber dikumpulkan 
dan dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai kebutuhan 
masyarakat (Wook et al., 2021). Big data memungkinkan analisis pola dalam berbagai aspek 
kehidupan manusia, seperti perilaku konsumen, mobilitas, dan pola penyakit, yang kemudian 
dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup (Ahmed et al., 2021).

Robotika juga menjadi bagian integral dalam Society 5.0, terutama dalam menangani 
pekerjaan berulang dan berat yang mengurangi kebutuhan tenaga manusia dalam kondisi 
berisiko (Boada et al., 2021). Robotika digunakan di industri manufaktur untuk meningkatkan 
produktivitas dan akurasi serta di sektor kesehatan untuk membantu dalam operasi yang 
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membutuhkan presisi tinggi. Terakhir, komputasi awan (cloud computing) mendukung Society 
5.0 dengan menyediakan infrastruktur digital untuk penyimpanan data yang besar dan 
pemrosesan secara cepat (Chen et al., 2023). Dengan komputasi awan, pemerintah dan bisnis 
dapat mengakses dan mengolah data dalam skala besar tanpa investasi infrastruktur yang 
mahal.

Secara keseluruhan, teknologi maju dalam era Society 5.0 tidak hanya meningkatkan 
efisiensi tetapi juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia. Teknologi ini 
memungkinkan integrasi kehidupan digital dan fisik yang lebih harmonis, membantu 
masyarakat untuk hidup dengan lebih baik, aman, dan berkelanjutan.

Tata Kelola Daerah Berkelanjutan

Tata kelola daerah berkelanjutan (sustainable local governance) adalah konsep yang 
bertujuan untuk mengelola sumber daya lokal secara efektif, adil, dan berorientasi pada masa 
depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan 
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Xu & Dai, 2024). Dengan 
meningkatnya tantangan lingkungan, ekonomi, dan sosial, pemerintah daerah di seluruh 
dunia dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memastikan keseimbangan antara 
pembangunan dan pelestarian sumber daya (Tripathi & Singh, 2024). Dalam konteks ini, 
pendekatan tata kelola berkelanjutan menjadi semakin penting untuk menghadapi berbagai 
tantangan tersebut, seperti perubahan iklim, peningkatan populasi, dan eksploitasi sumber 
daya alam yang berlebihan (İkizer, 2022).

Untuk merumuskan tata kelola daerah yang lebih berkelanjutan, berbagai model 
dan kerangka kerja telah dikembangkan, termasuk Nine Pillars of Sustainable Governance 
(9PSG) yang diperkenalkan oleh Professor Dr. Hamid Doost Mohammadian (Mohammadian 
et al., 2022). Model ini menguraikan sembilan pilar yang dianggap penting dalam mendukung 
tata kelola yang berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan global. Model ini memberikan 
kerangka kerja yang komprehensif dengan sembilan pilar utama, yang mencakup aspek-aspek 
krusial dalam tata kelola berkelanjutan.

1. D3 Revolutions
Pilar ini mencakup tiga konsep utama yang mendukung keberlanjutan: Digitalization 
(digitalisasi), De-carbonization (dekarbonisasi), dan De-centralization (desentralisasi). 
Digitalisasi memungkinkan efisiensi dan peningkatan akses layanan melalui teknologi. 
Dekarbonisasi bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, sementara desentralisasi 
memperkuat kemandirian daerah dan memperbaiki tata kelola melalui distribusi kekuasaan 
yang lebih merata.

2. Transparency & Clarification Planning
Transparansi dan perencanaan yang jelas adalah pilar penting dalam tata kelola yang efektif. 
Pilar ini memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan terbuka, sehingga 
masyarakat dapat memahami dan mengawasi proses perencanaan. Hal ini meningkatkan 
akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Commitment, Expertise & Mutual Trust
Pilar ini menekankan pentingnya komitmen, keahlian, dan kepercayaan timbal balik antara 
pemerintah dan pemangku kepentingan. Komitmen terhadap tujuan keberlanjutan dan 
keahlian dalam implementasi kebijakan memungkinkan pembangunan yang lebih efisien, 
sementara kepercayaan timbal balik menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah 
dan masyarakat.

4. i-Livability and Quality of Life
Pilar ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui pengelolaan aspek kehidupan 
yang ramah lingkungan dan nyaman. Konsep i-Livability mencakup pembangunan yang 
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, 
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dan infrastruktur sosial yang memadai.

5. Networks
Pilar ini mencakup jaringan organisasi, politik, teknis, ekonomi, dan komunitas. Kerjasama 
antara berbagai jaringan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan, karena 
melibatkan koordinasi antara pemerintah, bisnis, masyarakat, dan teknologi.

6. Sustainability Compass
Kompas keberlanjutan terdiri dari empat komponen: strategi, manajemen proses, lingkungan, 
dan masyarakat. Pilar ini membantu mengarahkan upaya pembangunan yang berkelanjutan 
dengan pendekatan strategis yang menyeluruh, mencakup elemen lingkungan dan sosial 
dalam setiap proses manajemen.

7. HR Talent & Succession Planning
Pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, termasuk perencanaan suksesi, 
merupakan elemen penting dalam 9PSG. Pilar ini memastikan bahwa organisasi memiliki 
talenta yang tepat untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang, dengan fokus pada 
pelatihan, pengembangan, dan penempatan yang strategis.

8. Seven Pillars Sustainability (7PS) Model
Model 7PS mencakup tujuh dimensi keberlanjutan: budaya, lingkungan, sosial, ekonomi, 
teknis, pendidikan, dan politik. Setiap dimensi ini berperan penting dalam membangun fondasi 
keberlanjutan yang holistik dengan pendekatan yang mencakup berbagai aspek kehidupan 
masyarakat.

9. 3D-SociEco Environment SMEs Model
Model ini menggabungkan tiga prinsip utama yang relevan untuk usaha kecil dan menengah 
(UKM): tanggung jawab lingkungan, pilihan sosial, dan efisiensi ekonomi. Pilar ini mengarahkan 
UKM untuk mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, 
sambil memastikan kelangsungan ekonomi.

Model 9PSG yang dirancang oleh Professor Dr. Hamid Doost Mohammadian 
memberikan kerangka kerja yang terpadu untuk tata kelola daerah berkelanjutan dengan 
memperhitungkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap aspeknya. Dengan 
menerapkan sembilan pilar ini, pemerintah daerah dapat menciptakan tata kelola yang 
transparan, berkomitmen, dan inovatif dalam menghadapi tantangan keberlanjutan.

Metodologi Penelitian

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi praktik transformatif 
e-government tingkat lokal dalam era Society 5.0, tinjauan sistematis ini dilakukan dengan 
menggunakan metodologi tiga fase tinjauan literatur (Premi et al., 2021). Ketiga fase utama 
tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tinjauan. Tahapan-tahapan ini 
dilakukan melalui proses tinjauan 10 langkah (Guarcello & de Vargas, 2020).

Tahap pertama dalam perencanaan tinjauan yang efektif adalah menentukan 
pertanyaan penelitian berikut: “Apa saja faktor kunci yang mempengaruhi praktik transformatif 
e-government tingkat lokal di era Society 5.0? Dan, apa implikasinya terhadap tata kelola 
daerah berkelanjutan?”. Untuk mengembangkan protokol tinjauan, serangkaian kata kunci 
dipilih terkait faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penerapan e-government di tingkat 
lokal. Kata kunci yang digunakan untuk pencarian literatur sistematis meliputi kombinasi 
istilah berikut:

“E-government, faktor, keamanan siber, kepercayaan, electronic-government, privasi, adopsi, 
niat penggunaan, pengguna, masyarakat, kesadaran, kepatuhan, dan pemerintah digital.”
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Sumber: Brereton et al. (2007)

Gambar 1: Tahapan Systematic Literature Review

 Studi yang dipublikasikan dikumpulkan dari basis data elektronik terbaik yakni Scopus 
Database, untuk memvalidasi protokol tinjauan (Kazerani et al., 2017). Dalam melaksanakan 
tinjauan, sebanyak 177 artikel dikumpulkan yang relevan dengan topik evaluasi ini dengan 
meninjau judul dan abstrak masing-masing. Literatur yang ada diperiksa untuk memenuhi 
kriteria berikut: artikel yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris-Indonesia antara tahun 2019 
hingga 2023 dan membahas faktor-faktor yang terutama mempengaruhi praktik transformatif 
e-government dengan teknologi maju era Society 5.0. Sebanyak 69 Artikel dipilih sebagai 
daftar utama studi, sedangkan 108 artikel ditolak karena diskusi yang terbatas mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi niat masyarakat untuk menggunakan e-government.

 Untuk menilai kualitas tinjauan, setiap literatur dibaca dengan cermat untuk 
mengidentifikasi variabel-variabel kontrol dari studi tersebut serta dampaknya terhadap 
adopsi atau niat untuk menggunakan e-government. Variabel-variabel kontrol ini 
dikelompokkan dan dikategorikan menjadi variabel independen dan dependen. Variabel 
dependen meliputi kepercayaan, kepuasan, niat untuk menggunakan, dan perilaku/sikap 
penggunaan e-government. Variabel independen dikategorikan ke dalam empat kelompok: 
konteks teknologi, organisasi, lingkungan, dan individu. Konteks teknologi mencakup aspek 
terkait teknologi maju yang ada seperti AI, IoT, Big Data, Blockchain, Cloud Computing hingga 
Robotic-Metaverse. Kelompok konteks organisasi mencakup faktor-faktor seperti dukungan 
manajemen puncak, keterampilan TIK pegawai, dan budaya organisasi. Kelompok konteks 
lingkungan mencakup faktor-faktor terkait lingkungan regulasi, persaingan, tekanan dari 
pemasok, dan pelanggan. Sementara itu, kelompok konteks individu mencakup faktor-faktor 
seperti inovasi pemilik/pengelola serta keterampilan dan pengetahuan TIK pemilik/pengelola.

 Proses ekstraksi data menggunakan aplikasi VOSViewer untuk melakukan pemetaan 
keyword dalam menemukan klister kajian literatur relavan yang telah teridentifikasi. Hasil 
pemetaan ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian 
dan menemukan pola literatur yang relevan dengan penerapan teknologi Society 5.0 
dalam tata kelola daerah berkelanjutan. Langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan 
pekerjaan yang telah dilakukan sebagai makalah tinjauan untuk merangkum penelitian secara 
komprehensif. Lalu, tinjauan ini harus divalidasi untuk diajukan ke jurnal akademik, sehingga 
peneliti dan profesional lain dapat dengan mudah mengakses dan memahami bukti yang ada 
terkait topik ini.
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Gambar 2: Output Pemetaan Co-Occurrence Keyword VOSViewer

Hasil Penelitian

Teknologi Masa Depan untuk Pemerintahan Lokal yang Lebih Baik: Potensi Kolaborasi AI, 
IoT, Cloud Computing, Big Data dan Blockchain 

 Perkembangan teknologi saat ini berjalan dengan sangat pesat dan mempengaruhi 
hampir semua aspek kehidupan. Inovasi di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, 
komunikasi, dan industri semakin mempermudah aktivitas manusia serta menciptakan 
efisiensi yang tinggi. Teknologi kini lebih terintegrasi, otomatis, dan cerdas, memanfaatkan data 
dalam jumlah besar untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan cepat. Kecerdasan 
Buatan (AI), Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Big Data, dan Blockchain adalah pilar 
utama dalam teknologi informasi modern, masing-masing berkontribusi signifikan dalam 
membangun ekosistem digital yang kompleks dan saling terhubung. 

Teknologi AI memungkinkan sistem komputasi untuk menjalankan analisis prediktif, 
pemrosesan bahasa alami (NLP), dan pengenalan pola melalui algoritma pembelajaran mesin 
dan deep learning (Raisch & Krakowski, 2021). Pemanfaatan teknologi AI dalam pemerintahan 
lokal memberikan peluang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 
pelayanan publik. AI mendukung analisis data besar untuk memahami kebutuhan masyarakat 
dan merancang kebijakan berbasis bukti (Androniceanu, 2023). Implementasi AI seperti 
chatbot dapat digunakan untuk memberikan pelayanan informasi publik secara otomatis dan 
responsif, mengurangi beban kerja staf dan meningkatkan aksesibilitas layanan 24/7 (Lungu, 
2024). Selain itu, algoritma machine learning membantu dalam mengidentifikasi pola dalam 
laporan dan data wilayah, memungkinkan deteksi dini masalah seperti tindak kriminal atau 
kemacetan lalu lintas (Medaglia & Tangi, 2022). Beberapa pemerintah lokal juga memanfaatkan 
teknologi AI untuk pengelolaan infrastruktur kota pintar, di mana sensor dan perangkat IoT 
terintegrasi dalam manajemen sumber daya seperti energi dan air (Yigitcanlar, Agdas, et al., 
2023; Yigitcanlar, Li, et al., 2023). Namun, penerapan AI juga memerlukan kebijakan privasi 
dan keamanan data yang kuat agar kepercayaan publik dapat terjaga serta sesuai dengan 
regulasi yang berlaku (Prats & González, 2024).

Pemanfaatannya sering digabungkan dengan IoT, di mana perangkat fisik yang 
saling terhubung dapat mengirim dan menerima data secara real-time, menghasilkan 
insights berbasis data langsung di edge computing untuk meningkatkan kecepatan respons 
sistem (Cleveland & Haddara, 2023). Teknologi IoT semakin diadopsi oleh pemerintah lokal 
untuk membangun kota pintar (smart city) yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan 
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masyarakat. IoT memungkinkan perangkat dan sensor terhubung untuk mengumpulkan dan 
menganalisis data secara real-time, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data 
(Nugroho & Haryani, 2016). Dalam pengelolaan transportasi, misalnya, sensor lalu lintas dapat 
mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas dan meminimalkan kemacetan (Wang, 2020). 
IoT juga diterapkan dalam pengelolaan sumber daya seperti air dan energi, di mana perangkat 
cerdas memantau penggunaan secara berkelanjutan untuk efisiensi dan keberlanjutan 
(Jin, 2022). IoT mendukung pemantauan kualitas lingkungan, seperti udara dan air, yang 
memungkinkan pemerintah merespons polusi dengan cepat (Hu et al., 2022). Integrasi IoT 
dengan platform digital lainnya meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, namun tetap 
diperlukan regulasi keamanan data dan privasi yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan 
data dan menjaga kepercayaan masyarakat (Ma et al., 2020).

Cloud Computing memberikan fondasi infrastruktur skala besar untuk penyimpanan dan 
pengolahan data, memungkinkan skalabilitas serta aksesibilitas secara global melalui layanan 
berbasis Platform-as-a-Service (PaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS), dan Software-as-a-
Service (SaaS) (Lee et al., 2020). Cloud Computing menjadi elemen penting bagi pemerintah lokal 
dalam meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas operasional, serta memperkuat penyampaian 
layanan public (Mohammed et al., 2020). Teknologi ini memungkinkan penyimpanan, 
pengelolaan, dan pemrosesan data dalam skala besar tanpa perlu infrastruktur fisik yang masif. 
Dengan menggunakan model cloud seperti Infrastructure-as-a-Service (IaaS) dan Software-
as-a-Service (SaaS), pemerintah lokal dapat mengakses sumber daya komputasi dan aplikasi 
secara fleksibel, memungkinkan penghematan biaya dan waktu (Alenizi & Al-karawi, 2022). 
Cloud Computing juga mendukung integrasi data antar departemen, meningkatkan kolaborasi 
dan koordinasi antarinstansi (Thillaiarasu & ChenthurPandian, 2019). Dalam hal keamanan, 
penyedia cloud umumnya menyediakan perlindungan data yang kuat, termasuk enkripsi dan 
pemulihan bencana, yang sangat penting bagi data sensitif pemerintahan (Hao et al., 2023). 
Adopsi Cloud Computing juga mempermudah penyebaran aplikasi berbasis data dan AI untuk 
meningkatkan pelayanan publik, namun perlu disertai dengan kepatuhan terhadap regulasi 
keamanan dan privasi data agar tetap sesuai dengan standar pemerintah (Ali & Osmanaj, 
2020). 

Big data merupakan volume data yang besar dari berbagai sumber, baik terstruktur 
maupun tidak terstruktur, dianalisis menggunakan framework seperti Hadoop dan Apache 
Spark untuk ekstraksi informasi bernilai tinggi, memungkinkan pengambilan keputusan yang 
berbasis data secara akurat (Ahmed et al., 2021). Pemanfaatan Big Data dalam pemerintahan 
lokal membuka peluang signifikan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih 
akurat dan responsive (Shah et al., 2021b). Big Data memungkinkan pemerintah lokal 
menganalisis data dalam jumlah besar dan beragam, seperti data kependudukan, transportasi, 
kesehatan, dan lingkungan, untuk mendapatkan insight yang mendalam tentang kebutuhan 
masyarakat (Shah et al., 2024). Teknologi ini mendukung analitik prediktif, sehingga pemerintah 
dapat mengidentifikasi tren, memprediksi potensi masalah, dan mengoptimalkan sumber 
daya publik. Contohnya, analisis Big Data dalam pengelolaan lalu lintas membantu mengurangi 
kemacetan melalui pola mobilitas penduduk (de Carvalho et al., 2021). Sedangkan dalam 
kesehatan publik, data real-time dapat mendeteksi penyebaran penyakit dan memungkinkan 
intervensi cepat (khan & Alotaibi, 2020). Big Data juga memperkuat transparansi dan 
akuntabilitas, karena data dapat diakses dan dianalisis oleh berbagai pemangku kepentingan 
(Liu et al., 2022). Meski demikian, tantangan utama pemanfaatan Big Data adalah perlindungan 
privasi dan keamanan data, yang membutuhkan kebijakan yang sesuai dan teknologi enkripsi 
yang kuat.
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Blockchain, dengan konsep ledger terdistribusi dan mekanisme konsensus seperti 
Proof of Work atau Proof of Stake, menghadirkan transparansi, integritas data, serta 
keamanan tanpa perlu perantara dalam proses verifikasi transaksi (Verma & Sheel, 2022). 
Integrasi teknologi ini menghasilkan sistem yang aman dan efisien untuk berbagai sektor, 
seperti keuangan, logistik, dan kesehatan.  Blockchain menawarkan solusi inovatif untuk 
meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam pemerintahan lokal (Talukder et 
al., 2024). Teknologi ini, dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan transparan, memungkinkan 
catatan transaksi dan data yang tidak dapat diubah (immutable), yang berguna untuk aplikasi 
seperti pencatatan kependudukan, sertifikat properti, dan sistem pemilu elektronik (Sharma 
et al., 2023). Dalam sistem pemilu, misalnya, blockchain dapat digunakan untuk menciptakan 
platform pemungutan suara digital yang aman dan transparan, mengurangi risiko kecurangan 
serta meningkatkan kepercayaan publik. Blockchain memungkinkan pengelolaan kontrak 
pintar (smart contracts) yang otomatisasi dalam proses perizinan atau pengadaan barang 
dan jasa, mempercepat proses administrasi tanpa memerlukan perantara (Yang et al., 2022). 
Dalam penerapannya, blockchain juga membantu mencegah manipulasi data dan mengurangi 
birokrasi (Lacerda & Dias Lopes, 2021). Meskipun menjanjikan, adopsi blockchain masih 
menghadapi tantangan dalam hal regulasi, interoperabilitas, dan kebutuhan infrastruktur 
yang memadai untuk memastikan bahwa sistem dapat diterapkan dengan efektif dan sesuai 
dengan standar keamanan yang tinggi.

Pemerintahan Lokal yang Responsif: Integrasi Teknologi dan Layanan Publik

Pemerintahan lokal yang responsif merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang menekankan pada kecepatan, ketepatan, dan relevansi dalam 
merespons kebutuhan masyarakat (Maharana et al., 2021). Dalam beberapa dekade terakhir, 
perkembangan teknologi informasi telah menciptakan peluang besar bagi pemerintah daerah 
untuk meningkatkan layanan publik melalui integrasi teknologi. Literatur menunjukkan bahwa 
integrasi teknologi dalam pemerintahan lokal dapat meningkatkan transparansi, mempercepat 
respons, dan mempermudah aksesibilitas layanan publik (Harun et al., 2020; Hong, 2024).

Transformasi digital dalam pemerintah daerah bertujuan untuk mendefinisikan 
ulang penyampaian layanan dengan membuatnya lebih mudah diakses dan efisien (Clement 
et al., 2023). Pemerintah daerah semakin banyak mengadopsi platform digital untuk 
menyederhanakan proses seperti pengajuan izin, pembayaran pajak, dan penyebaran 
informasi. Misalnya, portal layanan daring telah diterapkan untuk mengurangi hambatan 
birokrasi, sehingga warga dapat mengakses layanan penting dengan lebih mudah (Tan et al., 
2022). Selain itu, penggunaan analisis data memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat 
keputusan yang tepat mengenai alokasi sumber daya dan perencanaan layanan, sehingga 
meningkatkan efisiensi operasional (Salter, 2022). Konsep Citizen-Centric Government Service 
telah mendapatkan perhatian, dengan fokus pada integrasi berbagai aplikasi layanan publik 
ke dalam sistem yang kohesif. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi kolaborasi antar 
departemen pemerintah yang berbeda, tetapi juga menyederhanakan pengalaman pengguna 
bagi warga dengan meminimalkan proses entri data yang berulang melalui kemampuan 
Single Sign-On (SSO) (Guo et al., 2022). Integrasi teknologi seperti pengenalan wajah lebih 
lanjut menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan untuk 
meningkatkan pemberian layanan dan meningkatkan langkah-langkah keamanan.

Dalam manajemen teknologi pemerintahan, isu tata kelola menjadi sangat penting. 
Pemerintahan yang memiliki sistem tata kelola responsif mendorong partisipasi aktif warga 
dalam proses pengambilan keputusan. Literatur menggarisbawahi pentingnya transparansi 
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dan akuntabilitas sebagai prinsip inti yang mendukung tata kelola yang responsif. Saluran 
komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan warga sangat penting untuk 
membangun kepercayaan dan memastikan bahwa layanan publik memenuhi kebutuhan 
masyarakat (Guerrero-Avendaño et al., 2023b; Yin & Li, 2022). Melibatkan warga melalui forum 
masyarakat, panel warga, dan inisiatif penganggaran partisipatif telah terbukti memperkuat 
kontrol demokratis dan meningkatkan legitimasi yang dirasakan dari otoritas daerah (Li et al., 
2020). Penelitian menunjukkan bahwa ketika warga terlibat aktif dalam proses tata kelola, 
mereka cenderung menganggap pemerintah daerah mereka responsif terhadap kebutuhan 
mereka. Misalnya, inisiatif perencanaan pembangunan partisipatif telah menghasilkan 
peningkatan signifikan dalam hasil pemberian layanan, seperti peningkatan sumber daya 
pendidikan dan pembangunan infrastruktur (Engin & Treleaven, 2019). Upaya kolaboratif ini 
tidak hanya memberdayakan masyarakat tetapi juga menciptakan kontrak sosial yang lebih 
kuat antara warga negara dan pemerintah mereka.

Keterlibatan Warga dalam Pemerintahan Cerdas: Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih 
Baik

Keterlibatan warga dalam tata kelola pemerintah semakin krusial dalam era 
transformasi digital dalam partisipasi perumusan kebijakan untuk masa depan yang lebih 
baik. Pemerintahan cerdas berupaya tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk efisiensi, 
tetapi juga melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan melalui platform 
digital dan mekanisme partisipatif lainnya (Fadrial et al., 2024). Keterlibatan warga dalam 
tata kelola pemerintahan cerdas E-Government telah muncul sebagai aspek penting dalam 
pengembangan kota cerdas yang berkelanjutan dan inklusif (Sharma et al., 2024). Dengan 
kemajuan teknologi digital, seperti media sosial, aplikasi pemerintah, dan platform konsultasi 
daring, warga semakin memiliki ruang untuk menyuarakan opini mereka dan terlibat dalam 
proses pengambilan keputusan.

Literatur terkini menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif yang memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses 
pengambilan keputusan perkotaan. Menurut sebuah studi oleh Alaroud et al. (2023), TIK 
memainkan peran penting dalam mendukung pembagian informasi dan integrasi antara 
lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan eksternal, termasuk warga negara (Alaroud 
et al., 2023). Para penulis menekankan bahwa tata kelola cerdas melibatkan keterlibatan 
berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan layanan publik, dengan 
solusi berbasis TIK seperti media sosial membantu menyebarkan informasi, mengumpulkan 
umpan balik, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan publik.

Konsep tata kelola cerdas melampaui sekadar implementasi teknologi. Konsep ini 
mencakup perubahan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
administrasi publik sekaligus mendorong kolaborasi yang lebih besar antara para pemangku 
kepentingan (Ma & Wu, 2020). Pendekatan kolaboratif ini dipandang penting untuk 
menjadikan operasi dan layanan benar-benar berpusat pada warga negara. Tinjauan sistematis 
oleh Stratu-Strelet et al. (2021) mengidentifikasi dua tujuan utama aplikasi kota pintar yang 
mempromosikan partisipasi warga: identifikasi masalah perkotaan dan keterlibatan dalam 
proses pengambilan keputusan (Stratu-Strelet et al., 2021). Tinjauan tersebut menemukan 
bahwa 59 studi berfokus pada partisipasi warga dalam mengidentifikasi masalah perkotaan, 
sementara 17 studi meneliti keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan (van der Giessen 
& Bayerl, 2022). Hal ini menyoroti meningkatnya minat dalam memanfaatkan infrastruktur 
kota pintar untuk melibatkan warga secara lebih aktif dalam tata kelola perkotaan. Literatur 
juga menekankan pentingnya data dalam tata kelola pintar. Studi telah mengeksplorasi 
berbagai aspek manajemen data, termasuk sumber data, kualitas, keamanan, dan privasi 
(Patergiannaki & Pollalis, 2024). Selain itu, para peneliti lain telah menyelidiki strategi untuk 
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memberi insentif pada partisipasi warga, dengan mengakui bahwa keterlibatan sangat penting 
untuk keberhasilan inisiatif tata kelola pintar (Osah & Pade-Khene, 2020).

Transformasi Digital yang Inklusif: Membangun Pemerintahan yang Berbasis Data

Transformasi digital di pemerintahan telah menjadi fokus utama dalam beberapa 
dekade terakhir, terutama dalam konteks meningkatkan efisiensi dan transparansi. Seiring 
berkembangnya teknologi, pendekatan ini juga dituntut untuk semakin inklusif, melibatkan 
seluruh lapisan masyarakat dalam proses digitalisasi layanan public (Shah et al., 2021a). 
Transformasi digital yang inklusif dalam pemerintahan melibatkan penggunaan teknologi 
yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memastikan bahwa akses 
terhadap layanan tersebut dapat dijangkau oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali 
(Kontokosta & Hong, 2021).

Pemerintahan berbasis data menjadi elemen kunci dalam upaya ini. Data yang 
terstruktur dengan baik memungkinkan analisis yang lebih akurat dalam pengambilan 
keputusan, mulai dari kebijakan sosial hingga alokasi anggaran (Jin & Dai, 2024). Menurut 
penelitian OECD (2021), pemerintahan yang berbasis data dapat meningkatkan akuntabilitas 
dan transparansi (Caroleo et al., 2015). Melalui penggunaan data real-time, pemerintah dapat 
menilai kebutuhan masyarakat dengan lebih tepat, memperkirakan dampak kebijakan yang 
diimplementasikan, dan mengidentifikasi celah dalam layanan yang perlu diperbaiki. Dengan 
memperlakukan data sebagai aset yang berharga, pemerintah dapat mendorong pengambilan 
keputusan berbasis bukti dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola 
(Sangkachan & Powintara, 2022). Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi desain layanan 
yang lebih baik, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti integritas 
dan keadilan dalam siklus kebijakan (van Donge et al., 2022).

Perlihan sistem tata pemerintahan tradisional menuju e-gpvernment menandai 
evolusi signifikan dalam cara administrasi publik berinteraksi dengan Masyarakat. Transisi ini 
menekankan perlunya strategi digital terpadu yang memanfaatkan data untuk meningkatkan 
keterlibatan warga negara dan menyederhanakan proses pemberian layanan (Agbozo & 
Asamoah, 2019). Seperti yang dicatat oleh Castelnovo & Sorrentino (2021), memberdayakan 
warga negara melalui tata kelola digital partisipatif sangat penting untuk menciptakan nilai 
publik dan meningkatkan hubungan warga negara-pemerintah (Castelnovo & Sorrentino, 
2021).

Transformasi digital pemerintahan tingkat lokal inklusif yang sukses memerlukan 
strategi komprehensif yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk 
lembaga pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. OECD menyarankan bahwa 
pendekatan yang koheren terhadap tata kelola data diperlukan untuk membuka potensi data 
di seluruh organisasi sektor public (Sayogo et al., 2023). Hal ini melibatkan pembentukan 
kerangka kerja yang mendorong pembagian data dan kolaborasi di antara berbagai entitas 
sekaligus memastikan bahwa kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan inklusivitas 
(Zhang et al., 2023). Lebih jauh, contoh dari negara maju seperti Singapura dan Jepang dalam 
transisi e-government lokal menggambarkan bagaimana kepemimpinan dan komitmen 
nasional dapat mendorong inisiatif digital yang inklusif (Lee, 2020). Dengan menciptakan 
lembaga khusus yang berfokus pada transformasi digital, pemerintah dapat mengoordinasikan 
upaya lintas kementerian dengan lebih baik dan melibatkan berbagai pelaku masyarakat dalam 
membentuk kebijakan digital (Sayogo et al., 2024).

Transformasi digital yang inklusif dalam pemerintahan berbasis data bukan hanya 
sekadar integrasi teknologi, tetapi juga mencakup pendekatan holistik dalam menciptakan 
layanan yang setara dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini memerlukan 
komitmen untuk membangun infrastruktur digital yang merata, meningkatkan literasi 
teknologi, dan membangun ekosistem data yang aman dan transparan.
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Mengukur Sukses E-Government: Metrik dan Indikator Kinerja yang Komprehensif

 Pengukuran kinerja e-government menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas 
dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Stowers menekankan bahwa metrik kinerja 
yang efektif seharusnya mencakup tiga aspek utama: input, output, dan outcome. Input 
mencerminkan sumber daya yang dialokasikan, seperti dana dan infrastruktur teknologi 
yang mendukung proyek. Output menggambarkan jumlah layanan daring yang disediakan, 
sedangkan outcome berfokus pada dampak nyata terhadap pengguna akhir, termasuk 
kepuasan dan aksesibilitas layanan (Khattab et al., 2024). Hasil ini dapat membantu para 
pembuat kebijakan dalam menentukan strategi yang berhasil dan area yang perlu perbaikan. 
Framework internasional seperti E-Government Development Index (EGDI) dan E-Participation 
Index (EPI) yang disusun oleh PBB menjadi tolok ukur umum dalam menilai kemampuan 
pemerintah untuk menyediakan layanan daring dan melibatkan warga secara digital (Koniyo 
et al., 2023; Nawafleh & Al-Riyashi, 2023).

Beberapa indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI) telah diidentifikasi 
untuk menilai keberhasilan e-government (Lim & Kamaruddin, 2023). Di antaranya adalah:

•	 Kualitas Layanan: Merujuk pada keandalan dan responsivitas layanan daring.
•	 Kepuasan Pengguna: Survei yang mengukur tingkat kepuasan warga terhadap layanan 

e-government.
•	 Efisiensi Transaksi: Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi daring, 

yang menunjukkan kemudahan penggunaan sistem.

Selain itu, aspek-aspek kualitatif seperti perlindungan privasi dan etika kini semakin 
diperhatikan dalam evaluasi e-government. Perlindungan data pribadi menjadi faktor krusial 
di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terkait keamanan informasi (Al Nidawy et al., 
2020). Penggunaan metrik kualitatif ini memungkinkan penilaian yang lebih holistik terhadap 
sistem e-government, menggabungkan pengalaman pengguna dengan kinerja teknis layanan.

Meskipun sudah terdapat metrik pengukuran e-government secaraa umum, tantangan tetap 
ada dalam menyusun pengukuran yang dapat diterapkan secara universal. Implementasi 
e-government yang bervariasi di setiap daerah sebagai akibat ketidasetaraan infrastruktur 
teknologi dan kemampuan SDM serta tingkat partisipasi masyarakat (Nam et al., 2022). Studi-
studi menunjukkan bahwa pendekatan “one-size-fits-all” kurang efektif dalam konteks ini. 
Maka, diperlukan penyesuaian framework evaluasi yang spesifik untuk mengukur keberhasilan 
e-government secara akurat di berbagai wilayah (Alblooshi et al., 2023; Huang et al., 2024).

Mengukur sukses e-government membutuhkan pendekatan multifaset yang mencakup 
indikator kinerja baik kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menghadapi perubahan dan 
perkembangan teknologi, penyusunan metrik yang kuat dan komprehensif menjadi kunci 
untuk memastikan inisiatif digital pemerintah daerah dapat memenuhi tujuannya dalam 
meningkatkan pelayanan publik secara efektif. Dengan evaluasi yang tepat, pemerintah dapat 
terus meningkatkan kualitas layanan mereka sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang 
dinamis.

Kesimpulan

Kajian studi ini menyoroti penerapan teknologi digital seperti AI, IoT, Cloud Computing, 
Big Data, dan Blockchain dalam memperkuat tata kelola pemerintah lokal. Teknologi ini 
memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan 
publik melalui analisis data yang mendalam, deteksi dini masalah, dan pengambilan keputusan 
berbasis bukti. Dengan IoT dan sensor, kota pintar dapat dikelola lebih responsif, sementara 
Cloud Computing memungkinkan pengolahan data besar tanpa infrastruktur fisik yang mahal. 
Big Data mendukung prediksi tren sosial, sedangkan Blockchain meningkatkan keamanan 
data dan transparansi dalam pencatatan. Namun, tantangan seperti regulasi, privasi, dan 
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ketimpangan akses digital perlu diatasi. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan warga dalam 
pengambilan keputusan dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah lokal dan mendorong 
keberlanjutan yang inklusif.

Untuk mendorong praktik e-government yang mendukung tata kelola berkelanjutan, 
pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengadopsi beberapa 
pendekatan strategis yang terintegrasi. Pertama, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur 
digital, seperti jaringan internet yang cepat dan perangkat yang memadai, untuk memastikan 
layanan e-government dapat diakses secara merata, termasuk di daerah terpencil yang sering 
mengalami keterbatasan akses. Hal ini penting guna memastikan bahwa transformasi digital 
mencapai seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi ketimpangan digital. Selanjutnya, 
pemerintah daerah perlu meningkatkan kolaborasi antar instansi melalui platform digital yang 
memungkinkan koordinasi lintas sektoral yang lebih efektif. Integrasi ini akan memfasilitasi 
pertukaran data dan memperkuat efisiensi pelayanan publik. Selain itu, mendorong partisipasi 
warga menjadi krusial; dengan menyediakan portal interaktif, pemerintah dapat melibatkan 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang memperkuat transparansi dan 
akuntabilitas. Penggunaan teknologi berbasis data, seperti Big Data dan AI, juga sangat penting 
untuk analisis kebutuhan masyarakat secara real-time, mendeteksi tren, dan mempercepat 
respons terhadap masalah lokal. Untuk menjaga kepercayaan publik, aspek privasi dan 
keamanan data harus diperhatikan secara serius melalui regulasi ketat, terutama dalam 
pemanfaatan teknologi seperti Blockchain.

Kementerian Komunikasi dan Digital dapat mempercepat penerapan e-government 
berkelanjutan dengan membangun kerangka regulasi yang mendukung privasi dan keamanan 
data. Investasi anggaran dalam infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah harus 
diprioritaskan, memastikan konektivitas internet berkualitas tinggi hingga ke pelosok. 
Kementerian juga perlu mendorong standar interoperabilitas antar platform digital di seluruh 
pemerintah daerah untuk memfasilitasi integrasi dan pertukaran data. Selain itu, program 
pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan pegawai pemerintahan dapat meningkatkan 
keterampilan digital, sehingga transformasi dapat berjalan efektif. Kolaborasi dengan sektor 
swasta akan mendukung inovasi teknologi untuk memenuhi kebutuhan e-government.

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti fokus pada teknologi e-government 
tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek sosial-budaya yang mempengaruhi 
adopsi teknologi di berbagai daerah. Selain itu, keterbatasan akses dan literasi digital di 
komunitas pedesaan mungkin kurang diperhatikan dalam model yang diusulkan. Untuk 
penelitian mendatang, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut dampak faktor-faktor sosial, 
ekonomi, dan budaya terhadap penerimaan e-government. Riset juga perlu difokuskan pada 
pengembangan metode untuk mengukur efektivitas jangka panjang e-government dalam 
mendorong keberlanjutan, serta pendekatan inovatif untuk memperluas akses digital yang 
inklusif.
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